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Pengujian Fformil
U di MK akhir
nva ‘pecah telur”
sctelah uji formil
U No 112020
lentang Ciplta Kerja
dikabulkan MKk
dan UU itu dinva
takan inkonstitusi
onal bersvarat.

|k1h\|Ik'mny:3 uji formil
UL ini sudah diprediksi
sejak awal oleh I)!n\.lk
pihak. Ini karena dalam proses
pembentukannye,  ULC i
angsap  terang-terangan  me-
langgar prosedur pembentukan
peraturan  perundang-undang-
an, mulai dari teknik pemben-
tukannya yang Lak diatur dalam
U7 No 12/2001 tentang Pem
bentukan Peraturan Perun-
dang-undangan, dan minimnya
keterbukaan  dan partisipasi
publik.
“Landmark decision™
Secara garis besar ada empat
hal pokok dalam amar Putusan
MK No 9L/PUU-XVIIL/ZO020.
Pertama, menyatakan  bahwa
pembentukan ULUCK tak punya
ketentuan hukum yang meng-
ikat secara her rat sepanjang
dimaknai tak dilakukan perba-
ikan dalam waktu dua tahuan
sejak putusan divcapkan,
Kedua. 1 dalam tengsang
waktu dua to |hun pembentuk
ULl tak dapat menyelesaikan
perbaikan UUCK  (hingga 25
November 2002:3), ULT atau pa-
sal-pas: atau materi muatan
ULT yung teluh dicabut atau di-
ubali oleh UUCK harus dinya-
takan berlaku kembali
Ketiga, UUCK masih tetap
berlaku sampai dengan dilaku-
kun  perbaikan  pembentukan
sesuai tenggang waktu sehagai-
mana ditentukan dalam Putus-
an MK 9L/PUL-XVITL 2020,
Keempat, menyatakan untuk
menangpuhkan segala tindakan
atau  kebijakan yang  bersifat
strategis dan berdampak luas.

serta dilarang membentuk per-
aturan pelaksana baru  yvang
berkaitan dengan UTTCK
Putusan MK itu dapat di-
katakan sel al salah satu Jand-
nund decrsion,. Dalam Black's
Leaw Ivctionary. landmark de-
eision diartikan A decision of the
Supreme Court that signiffcantly
changes existing law’'. Landmark
decision jugn berarti putusan itu
berdampak penting bagi kehi-
dupun bernegara dan berma-
g harus dit
mua pemangkua I-epentmg_an.
termasuk pembentuk U7
Sifat fandmark decision yang
pertama terlihat daci dikabd-
kannya uji_formil untuk pers
tama kali sepanjang 18 tahun
MK berdiri. Putusan MK ini
seolah jadi peringatan bagi para
pembentuk UU- agar berha-
ti-hati serta tak membentuk UL
secara “ugal-ugalan® dan haruas
sesuai prosedur pembentukan
peraturan  perundang undang-
an yvang telah ada serta men-
junjung keterbuksan dan_par-
tisipasi publik yang substantif
(mcunt'n_qji:f partivipation).
m proses pembentulan-
n.ya. ULUCK dianggap minim se-
kali keterbukaan sehingga me-
nyulitkan publik herpartisipasi
dalam memberikan aspirasiny.
ak proses penyusunan draf
]tLIL di pemerintah, h’li!VﬂI\.
kritik atas UU ini karena dr:
RLUILT tak dipublikasikan sc ra
pasti. banvak draf beredar. tapi
tak ada kKlarifikasi dari peme-
rintah mana draf yang resmi.
Proses pembahasan terkesan
terburu-buru dan memanfa
kan  momen pemberl '\k\.nn
pembatusan sosial berskala be-
=ar (PSBHE) di masa pandemi
sehingea ruang gerak publik da-
lam  mengawal  pembahasan
RUL dibatasi oleh aturan PSBB.
Hampir tak ada advokasi. pub-
lik hanya diberi pilihan ruang
advokasi lewat media sosial.
Terakhir,  pas TUCK  di-
sahkan dalam Rapat Paripuma
DPE 5 Oktober 2020 pun. ma-
sih terdapat masalah transpa-
ransi karena dreaf RUU yang
disahkan tak diberikan kepada
agggatn PR vang hadir dan tak

dibuka kepada publik. Ada be-

berapa versi tersebar. mulai dari
versi 1028 halaman, LOSZ |
laman, 1.035 halaman, 812 ha-
laman, dan terakhir versi final
yang disahkan Presiden Jokowi
sebanyak 1187 halaman.

Selain itu, putusan ME ita
juga  mengakhiri  perdebatan
mengenai keabsahan diadopsi-
nwvit metode  omnribos. dalam
pcmbq.ntukan oo dl Indonc-—la‘
Putusan ini men; i bahwa
onenibis o d.;]).\l (Iih‘r.lpknn,
tetapi perlu pengaturan teknis
pembentukoannya seperti apa,
sehingga putusan itu juga me-
merinta ar merevisi 1T
N 12,2011 dengan memasuk-
kan metode omnibius faw.

Perbaikan ke depan

Waktu dua tahun yang dibe-
rikan MK untuk memperbaiki
UUCK harus benar-benar d
manfaatkan para pembentuk
UL agar tak terjatuh pada lu-
bang vang sama. Langkah per-
tama yang harus ditempub acda-
lalhy merevisi ULT No 1272001
tentang Pernbentukan Peratur-
an  Perundang-undangan  se-
hingga jelas bahwa revisi UL No
12,2011 ini masuk dalam daftar
Prolegnas Prioritas 2022,

Salah satu poin pertimbang-
an hukum di Putusan MK me-
nyebutkan  hahwa pembentuk
UUCK vang menggunakan om-
nibus Iaw tak berpedoman pacda
teknik penyvusunan peraturan
perundang-undangan dalam
UL No 122011, khususny
Lampiran 1l Ketidaksesuaian
UUCK terhadap UL No 12,
terlihat dari penulisan judul,
tata cara pencabutan UL pen-
cantuman  ketentuan  umum,
asas, serta tujuan dalam UUCK,

yang justru akan menimbulkan
multitafsir dan tidakpastian
hulum, schab U luma yang
terdampak UUCK hal-hal it
masih dicantumbkan.
Memasukkan metode ommi-
bus ke dalam rewisi UU No
2/2011 harus berdasarkan ko-
jian akademis yang matang.
L‘embenLuk UU dapat melaku-
kan kajian perbandingan de-
ngan negara-negara yang ber-
hasil menerapkan metode ini.
seperti AS, Trlandia, dan Viet-
nam. Namun, tantangan vang
harus dihadapi pembentuk ULT
adalah memimuskan  metode
omnibus law yvang mudah di-
pahami berbagsi kalangan, se-
bab berkaca dari metode om-
mibus yung diterapkan di UL -
CK, itu sulit dipahami masya-
rakat sehingga bisa memenga-
ruhi kedayvagunaan UL ini
Langkah kedua yang hamus
ditempuh  adalah menjunjung
tinggi aspek keterbulkaan dalam

proses perbaikan UUCK., mulai
dari naskah akademik  hingga
draf RUL

I harus mudah diakses
versi resmi.
e mbuka
\! pasi pub-
Lk yang substantifl dan deli-
heratif mengin: kluster yang
terdampak UUCK cukup ba-
ak sehingga banyalk pihak ju-
ga berkepentingan. Setiap as-
pirusi publik harus didengar-
kan, ditampung, dan dipertim-
bangkan dengan baik, tak se-
kadar formalitas semata.
P‘(‘ll‘:'!lkﬂn ULUCK bukan tak
Lan-
tangan sebhab dua tahun lagi kita
akan memasuki masa pemilu
serentak 2024, Besar kemung-
kinan folaus parlemen akan to
pecah dengan wacana revisi UU
Pemilu. Waktu duan tahun vang
diherikan MK juga  menjadi
mission impossible pembentuk
LILL Ini berkaca dari pemben-
tukan UL yvang menggunakan
metode komvensional pL

selama bertahun-tahun, mi:
mya RUTTT Masyarakat Adat dan
RUL Penghapusan Kekerasan
i i_ni Lmruh.ih
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